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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini berlandaskan pada hasil Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke
dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap
ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus
Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:
A. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di
bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf

latin.
Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
(- Ba B Be
Sl Ta T Te
Tl Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
c Ha h bawah)
z Kha Kh ka dan ha




Dal D De
Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
g Syin Sy es dan ye
L sad S es (deglagvz:llght)itik di
L Dad d de (d(:)r;%j;]ht)ltlk di
1 Ta ¢ te (deglsviz ht;tlk di
1 7a , zet (dengan titik di
i bawah)
& Ain ’ koma terbalik (di atas)
a Gain G Ge
- Fa F Ef
S Qaf Q Ki
Sl Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
8 Nun N En
3 Wau w We
) Ha H Ha
Hamzah ' Apostrof
Ya Y Ye
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B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,
yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal
rangkap (diftong)
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
_____ o _— Fattah A A
..... O Kasrah | |

5 Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya
sebagai berikut:

-\r/aor;(iT Nama Huruf Latin Nama
. Lg Fattah dan ya Ai adani
' Fattah dan wau Au adan u
Contoh:

S ditulis Kataba

Jad ditulis Fa’la

il ditulis Swila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya
berupa harakat dan huruf, translitersinya berupa huruf dan
tanda, yaitu:
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Tanda Huruf

Vokal Nama Latin Nama
. Fattah dan alif a dan garis di
NN A
atau ya atas
i dan garis di
Kasrah d I
..... S asrah dan ya atas
2 u dan garis di
..... g Hamzah dan wau U
atas
Contoh:
Ja ditulis Qala
R ditulis Rama
Ja8 ditulis Qila

D. Ta’marbutah
Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

1. Ta’marbutah hidup, dengan mendapat harakat fattah,
kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /t/.
Contoh:

‘dﬁ-ﬁ&gbﬁ ditulis mar’atun jamilah

2. Ta’marbutah mati, dengan mendapat harakat fattah,
kasrah, dan dammah dilambangkan dengan /h/.
Contoh:
dakld ditulis faimah

E. Syaddah
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang
sama dengan huruf yang diberi syaddah atau tasyid
tersebut.
Contoh:

e D ditulis Rabbana
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)-J\ ditulis al-birr
F. Katasandang
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf, yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata

sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiyah dan huruf gamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di
depan dan sesuai bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:
adll ditulis al-gamar
) ditulis al-badi’
G. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak
ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut
berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostof /°/.

Contoh:
&yl ditulis Umirtu
P ditulis syai'un



H. Penulisan Kata

BEBIBISTES
JUAl 2wl ditulis  Ibrahim al-Khall

O V%335 ditulis

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun
harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:

¢ @
R RIS

)y o Wainnallahalahuwakhairar-
- ditulis .
razigin

£
e |

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa
asl

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah
bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian
dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital
tidak digunakan.



Contoh:

e ¥l d ditulis Lillahi al-amrujami’an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman
tajwid.
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ABSTRAK

Salwa Sabillah Azzahra. 2025. Penafsiran Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024 Terhadap
Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam
Sengketa Tata Usaha Negara. Skripsi Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing
Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-
XXI11/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Putusan tersebut membatasi kewenangan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya
peninjauan kembali, sehingga hanya pihak penggugat
(seseorang atau Badan Hukum Perdata) yang dapat
mengajukannya upaya tersebut. Pada putusan tersebut hakim
menggunakan penafsiran sistematis dalam pertimbangan
hukumnya, di mana hakim mengkaitkan dan menghubungkan
antara pasal satu dengan pasal yang lain baik dalam undang-
undang yang sama maupun berbeda dan menggunakan
berbagai alat bantu lainnya. Hakim seharusnya menggunakan
penafsiran futuris dalam pertimbangannya sebagai bentuk
antisipasi dengan mengedepankan sifat lus constituendum
bukan hanya lus constitutum.

Fokus penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan
pertimbangan penafsiran hukum dan akibat hukum atas
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama
dengan teknik pengumpulan melalui inventarisasi dan
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sistematisasi, serta menganalisis menggunakan teknik
preskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah
Konstitusi lebih dominan menggunakan penafsiran sistematis
sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, akan tetapi
Mahkamah tidak sepenuhnya mempertimbangkan putusannya
dengan menggunakan penafsiran futuris, yang mengutamakan
antisipasi ke depan terkait kepastian hukum dan keseimbangan
kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan
menggunakan penafsiran sistematis menimbulkan akibat
hukum berupa hilangnya hak salah satu pihak (Tergugat yakni
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) untuk mengajukan
upaya peninjauan kembali, yang berdampak terhadap prinsip
keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Tata
Usaha Negara. Sedangkan, akibat hukum menggunakan
penafsiran  futuris Mahkamah Konstitusi memberikan
kesetaraan hak kepada kedua belah pihak untuk mengajukan
upaya peninjauan kembali, sehingga keadilan dan kepastian
hukum tetap terjaga.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum,
Peninjauan Kembali
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ABSTRACT

Salwa Sabillah Azzahra. 2025. Legal Interpretation of the
Constitutional Court Decision Number. 24/PUU-XXI1/2024
Regarding the Authority to Submit a Judicial Review in State
Administrative Disputes. Thesis, Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State
Islamic University, Pekalongan. Advisor Ayon Diniyanto,
M.H.

This study discusses the legal interpretation of
Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXI1/2024
regarding the review of Article 132 paragraph (1) of Law
Number 5 of 1986 concerning Administrative Court. The
decision limits the authority of Administrative Bodies or
Officials to file for review, so that only the plaintiff (an
individual or civil law entity) can file such an appeal. In the
decision, the judges used systematic interpretation in their
legal considerations, linking and connecting one article with
another, both within the same law and in different laws, and
using various other tools. The judges should have used
futuristic interpretation in their considerations as a form of
anticipation, prioritizing the nature of lus constituendum
rather than just lus constitutum.

The focus of this research is to analyze and explain the
legal interpretation considerations and legal consequences of
Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXI1/2024.
This research uses a normative juridical method with a
legislative, conceptual, and case approach. It uses literature
as the main data source, collected through inventory and
systematization techniques, and analyzed using prescriptive
techniques.

The results of the study show that the Constitutional
Court predominantly uses systematic interpretation as a form
of protection for the public, but the Court does not fully
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consider its decisions using futuristic interpretation, which
prioritizes forward anticipation regarding legal certainty and
the balance of positions of the parties. The Constitutional
Court's decision using systematic interpretation has legal
consequences in the form of the loss of the right of one party
(the Defendant, namely the State Administrative Agency or
Official) to file for a review, which has an impact on the
principles of justice and legal certainty in the State
Administrative Court system. Meanwhile, the legal
consequences of using futuristic interpretation by the
Constitutional Court grant equal rights to both parties to file
for review, thereby maintaining justice and legal certainty.

Keywords: Constitutional Court, Juducial Review, Legal
Interpretation.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi termasuk badan peradilan
yang mandiri, menegakkan hukum dan keadilan.
Kewenangannya tertuang pada Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, bahwa “Mahkamah Konstitusi mengadili putusan
tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam
pengujian  Undang-Undang terhadap UUD 1945,
memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara,
mengadili pembubaran partai politik dan memutuskan
perselisinan terkait hasil pemilihan umum”.* Mahkamah
Konstitusi juga berperan dalam memberikan perlindungan
terhadap hak-hak warga negara, sebagai upaya untuk
mendukung tercapainya tujuan bangsa dan mencegah
pelanggaran terhadap konstitusi.?

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangannya
tampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XXI1/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Diputus pada hari Rabu, tanggal 20
Maret 2024 yang diajukan oleh Rahmawati Salam selaku
warga negara Indonesia dan telah memenuhi syarat
sebagai legal standing dengan mendalilkan bahwa pada
praktiknya, Pemerintah terkadang menjadikan upaya
peninjauan kembali dalam sengketa tata usaha negara
sebagai alasan dalam menunda pelaksanaan putusan

! Ayuk Hardani, Lita Tyesta, and Addy Listiya, “Implementasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum
Di Indonesia,” Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1. No. 2 (2019), him
183.

2 Heru Setiawan, “Mempertimbangkan Constitusional Complaint Sebagai
Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” Lex Jurnalica. Vol 14. No. 1
(2017), him 11.



kasasi. Sehingga, berlakunya Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya
dilakukan pembatasan kewenangan Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara dalam pengajuan upaya peninjauan
kembali.?

Menanggapi dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi
melalui amar Putusan Nomor 24/PUU-XXI1/2024
menyatakan  bahwa  dikabulkan untuk sebagian
permohonan pemohon, menjelaskan bahwa norma Pasal
132 ayat (1) berubah menjadi “Terhadap putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara.”

Peneliti menilai putusan tersebut tidak sejalan
dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang
lainnya salah satunya terkait perpajakan. Oleh karena itu,
Makamah Konstitusi belum sepenuhnya
mempertimbangkan kedudukan atau kewenangan dalam
melakukan pengajuan peninjauan kembali. Kedua belah
pihak, baik Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan
Tata Usaha Negara yang sedang bersengketa seharusnya
mendapatkan kesamaan dihadapan hukum sesuai asas
persamaan hak dan asas para pihak harus di dengar.
Meskipun, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berstatus
sebagai Tergugat tetap memiliki hak-hak yang melekat
sebagai subjek hukum. Apabila pengajuan peninjauan
kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak Penggugat saja
maka hal tersebut justru tidak mencerminkan adanya
kepastian dan keadilan hukum.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024, him 4.



Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah
dipaparkan sebelumnya, putusan ini menjadi menarik
untuk dikaji karena memberikan dampak kepada salah
satu pihak yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak
bisa mengajukan upaya peninjauan kembali dalam
sengketa tata usaha negara. Keadaan tersebut
menunjukkan perlunya kajian terhadap penafsiran hukum
yang seharusnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam menjatuhkan putusan tersebut. mengingat isu ini
masih tergolong baru dalam praktik Peradilan Tata Usaha
Negara, maka penelitian terhadap putusan penting untuk
diangkat dan ditelaah lebih lanjut dalam judul
“Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XXI11/2024 Terhadap Kewenangan
Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata
Usaha Negara.”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024?
C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024.
2. Menganalisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Temuan dalam penelitian ini diharapan mampu
memberikan kontribusi dalam memperkaya dan
memperluas cakrawala berpikir dalam ranah
keilmuan Hukum Tatanegara. Sekaligus sebagai
sumber informasi yang relevan bagi para pembaca



khususnya mengenai penafsiran hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024

mengenai  kewenangan pengajuan  peninjauan

kembali dalam sengketa tata usaha negara.
2. Secara praktis

a. Menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa untuk
memahami penerapan penafsiran hukum oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan
Nomor 24/PUU-XXI11/2024.

b. Memberikan informasi bagi Masyarakat luas
tentang Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XX11/2024

c. Menjadi landasan pertimbangan bagi penegak
hukum dalam menerapkan bentuk penafsiran
hukum yang tepat atas suatu permohonan,
sehingga menciptakan kepastian dan keadilan
hukum bagi semua pihak.

E. Kerangka Teori
1. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo
penafsiran yakni suatu cara mengetahui sebuah
makna yang ada pada teks hukum yang digunakan
untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian
kasus yang dihadapi secara konkret.* Penafsiran
hukum diperlukan apabila aturan yang sudah ada
akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada
suatu kejadian tertentu,® hal ini dapat dilakukan pada
seorang hakim sebagai sarana peluasan terhadap
putusan hakim. Oleh karena itu teori penafsiran

4 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, “Bab-bab Tentang Penemuan
Hukum,” (PT Citra Aditya Bakti, 2020), him 10.

5 M. Yusrizal Adi Syahputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi," Mercatoria. Vol 4. No. 2 (2011), him. 75.



hukum dianggap penting untuk memastikan bahwa
hukum yang berlaku itu sudah dijalankan secara
akurat, adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang
berlaku.
Berikut bentuk penafsiran hukum:®
a. Penafsiran gramatikal atau bisa disebut metode
penafsiran objektif adalah cara menafsirkan atau
menjelaskan suatu hal dengan sederhana untuk
memahami maksud dari ketentuan yang ada pada
undang-undang. Hal ini dilakukan dengan
menjelaskan mulai dari susunan kata, bunyi atau
bahkan bahasannya. Jadi, bukan sekedar
“membaca undang-undang” saja akan tetapi
menjelaskan maksud dan arti dari ketetapan
undang-undang dengan menggunakan bahasa
yang umum digunakan. Sehingga, bunyi kata
dari undang-undang itu berkaitan dengan seorang
hakim.
Karakteristik dari penafsiran gramatikal yakni:’
- Memfokuskan pada makna harfiah teks
hukum, untuk  menafsirkan  hukum
berdasarkan pada arti kata dan makna yang
digunakan dalam ketentuan perundang-
undangan.
- Mengedepankan makna yang konkret dan
tegas sesuai pada kaidah bahasa yang
digunakan.

¢ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, “Bab-bab Tentang Penemuan
Hukum,” (PT Citra Aditya Bakti, 2020), him 11-15.

7 Zunia Rahmawati, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023,” (Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), him 7.



- Menganalisis susunan kata, struktur kalimat
dan hubungan antar kata dalam memahami
maksud pembuat undang-undang.

b. Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan
penafsiran ~ yang  menitikberatkan  pada
pengetahuan mengenai undang-undang Yyang
berdasarkan pada tujuan sosial masyarakatnya.
Hakim dapat mengaitkan masalah yang terjadi
dengan disesuaikan pada masyarakatnya.®
Karakteristik teleologis atau sosiologis yakni:

- lebih memfokuskan pada konteks sosial.
Jadi, makna tersebut tidak dapat diketahui
secara terpisah dari kondisi sosial hukum itu
diterapkan.

- mempertimbangkan pada nilai serta norma
sosial pada masyarakat sehingga berdampak
pada cara hukum itu ditafsirkan atau
diterapkan.

c. Penafsiran sistematis atau logis merupakan
teknik penafsiran yang menentukan makna dan
arti dari sebuah pasal ketentuan perundang-
undangan yang mengaitkan atau
menghubungkan pada pasal-pasal lain dalam
kerangka keseluruhan sistem  perundang-
undangan.®
Karakteristik pada penafsiran ini yaitu:

- Menelaah undang-undang secara sistematis
bukan sebatas memperhatikan satu pasal

8 Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka
Penemuan Hukum," Moderat. Vol 8. No. 2 (2022), him 431.

® Josef M Monteiro, “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-
Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,"
Hukum Prioris. Vol 6. No. 3 (2018), him 272.



saja, melainkan juga memahami keterkaitan
pasal tersebut dengan pasal-pasal lain dalam
peraturan perundang-undangan.

- Kemudian menjaga koherasi hukum agar
tidak terjadi pertentangan dalam sistem
perundang-undangan. Dapat disimpulkan
bahwa penafsiran ini guna memperoleh
pengetahuan selaras dengan peraturan
hukum yang berlaku.

d. Penafsiran historis, yakni sebuah metode
menafsirkan atau menjelaskan makna dari
peraturan perundang-undangan dengan meneliti
bagaimana pembentukan atau terjadinya sebuah
sejarah.’® Penafsiran ini dibagi menjadi dua
macam?! yaitu pertama, penafsiran berdasarkan
sejarah undang-undang menjelaskan makna yang
terkandung dalam peraturan  perundang-
undangan sehingga mengerti maksud dibalik
pembuatannya. Penafsiran semacam ini disebut
sebagai penafasiran subjektif, karena si penafsir
cenderung  menyesuaikan ~ pemahamannya
dengan sudut pandang pribadi para pembuat
undang-undang. Kedua, penafsiran berlandaskan
sejarah hukum mengetahui perundang-undangan
dalam hal pengetahuan secara menyeluruh.
Dapat disimpulkan bahwa penafsiran tersebut
tidak hanya Dberhenti dalam memahami

10 Lawali Hasibuan dan Hamzah, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai
Alat Mencari Keadilan Hakiki," Jurnal Legisia. Vol 15. No. 2 (2023), him
142.

11 Afif Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem
Peradilan Di Indonesia,” AI’ Adl Vol VI. No. 11 (2014), him 19.



bagaimana terbentuknya suatu hukum itu berlaku

akan tetapi lebih mendalami sampai akarnya.*2

karakteristiknya:

- Memfokuskan pada makna peraturan
perundang-undangan saat dibuat
berdasarkan pada fakta sejarah.

- Memahami maksud penyusunan perundang-
undangan sehingga tidak dipengaruhi
pendapat pribadi dari penafsir.

- Penafsiran historis dapat berubah seiring
ditemukannya bukti sejarah baru.

e. Penafsiran komparatif atau perbandingan
dilakukan dengan pemahaman mendalam untuk
membandingkan sejumlah peraturan hukum. Jadi
dengan membandingkan peraturan yang ada
hakim dapat memperoleh kejelasan mengenai
maksud yang ada pada suatu peraturan
perundang-undangan.

Sifat karakteristik penafsiran ini adalah:

- Membandingkan sekaligus mengumpulkan
berbagai sumber seperti hukum adat, hukum
asing atau hukum lama, dan peraturan
undang-undang.

- Menggambarkan hubungan antara keadilan
dengan hukum, sosial dengan hukum, dan
mengkaji perkembangan hukum sehingga
hukum tersebut menjadi lebih efektif,

12 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),”
(Yogyakarta: Liberti, 2007) him, 173.
13 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),”
(‘Yogyakarta: Liberti, 2007), him 174.



relevan, dan perubahanya dapat dipresiksi
dalam mengatasi masalah yang ada.*

f. Penafsiran futuris merupakan antisipasi yang
berpegang pada penggunaan  penjelasan
mengenai undang-undang yang belum inkracht
atau mempunyai kekuatan hukum tetap.*
Karakteristik dari penafsiran ini adalah:

- Menginterpretasikan hukum dengan
memperhatikan perkembangan masa depan.

- Menggunakan konsep ius constituendum
(hukum yang dicita-citakan), bukan hanya
ius constitutum (hukum yang berlaku saat
ini).

- Mendorong nilai-nilai  keadilan  dan
kemajuan sosial.

2. Konsep Mahkamah Konstitusi
a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga

negara yang dibentuk setelah amandemen UUD

1945 untuk memperkuat pranata demokrasi

dalam struktur ketatanegaraan.'® Ditinjau dari

Sejarah terbentuknya, Mahkamah Konstitusi

hadir sebagai instrumen penting dalam

mewujudkan mekanisme checks and balances

antar cabang kekuasaan negara yang

berlandaskan ~ pada  prinsip  demokrasi.

14 Zunia Rahmawati, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX1/2023,” (Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), him 10.

15 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),”
(YYogyakarta: Liberti, 2007), him 174.

16 Johansyah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga
Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” Fakultas Hukum
Universitas Palembang. Vol 17. No. 2 (2019), him 94.
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Keberadaannya berkaitan erat dengan dua
kewenangan utama yang umumnya dimiliki
Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yakni
menguji konstitusionalitas peraturan perundang-
undangan serta menyelesaikan kewenangan
konstitusional antar lembaga negara.’
Sejarah Mahkamah Konstitusi

Perlu  diketahui  bahwa  Indonesia
mengalami empat tahap amandemen, Mahkamah
Konstitusi dibentuk sebagai hasil amandemen
ketiga UUD 1945 tahun 2001 untuk memperkuat
prinsip negara hukum, demokrasi, dan
mekanisme checks and balances antar lembaga
negara.®®  Menurut  Jimly  Asshiddigie,
keberadaan Mahkamah Konstitusi umumnya
muncul di negara yang bertransisi dari
pemerintah otoriter menuju demokratis sebagai
sarana menjaga keseimbangan kekuasaan.
Setelah amandemen disetujui  Mahkamah
Konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan
Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 7B UUD 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan  pengadilan adalah  wujud
pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim
sebagai pejabat negara, yang disampaikan secara
terbuka dalam persidangan dan dituangkan
secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian

17 Bachtiar, "Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Pada Pengujian UU Terhadap UUD," Jakarta: Raih Asa Sukses,
(Penebar Swadaya Grup, 2015), him 83-84.

18 lvana Eka Kusuma Wardani, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam
Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan
Daerah Di Indonesia,” Volksgeist. Vol 2. No. 2 (2019), him 245.
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sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.t®

Berdasarkan amar keputusannya, ada tiga jenis

putusan yakni Pertama, declatoir merupakan

putusan hakim yang menegaskan suatu keadaan

hukum. Kedua, constitutief merupakan putusan

yang meniadakan keadaan lama dan menciptakan

keadaan baru. Ketiga condemnatoir ialah

putusan yang berisi perintah kepada termohon

untuk memenuhi tanggung jawab.?° Namun pada

praktiknya terdapat perkembangan terkait model

dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni:

1) Putusan mengabulkan sebagian.

2) Putusan konstitusional bersyarat.

3) Putusan inkonstitusional bersyarat.

4) Putusan yang pemberlakuannya ditunda.

5) Putusan merumuskan norma baru.

3. Konsep Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali merupakan upaya hukum

luar biasa yang dapat dilakukan terhadap putusan
pengadilan yakni putusan kasasi atau putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut
digunakan untuk  menjamin  keadilan  dan
perlindungan hak bagi pihak yang telah dirugikan.?
Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dasar hukum
upaya peninjauan kembali diatur dalam Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan

19 Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Perkembangan Dalam Praktik," (Depok: Rajawali Press, 2020), him 121.
20 1bnu Sina Chandranegara, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,"
(Jakarta: Sinar Grafika, 2021), him 131-132.

2L Antoni Putra, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah
Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 34/PUU-X7/2013, ” Jurnal Yudisial. Vol 14. No. 3
(2022), him 293.
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pemeriksaan upaya tersebut diatur pada Pasal 67
sampai 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung. Upaya ini dapat
dilakukan dengan alasan tertentu yang telah
ditetapkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Seperti,
adanya bukti baru yang ditemukan setelah putusan
berkekuatan hukum tetap (novum), putusan yang
didasarkan pada kebohongan, atau kekhilafan hakim.

F. Penelitian Relevan
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan,
dapat ditemukan beberapa penelitian terkait dari sumber-
sumber literatur dengan fokus yang beragam yakni:
Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

Nama (Tahun) Metode Pene.litian Persamaan dan
No Judul dan Hasil Perbedaan
Penelitian Penelitian
1. | Fathillah Fasya Metode yang Persamaan dengan
Nisrina (2023) digunakan pada penelitian terdahulu
“Kewenangan penilitian tersebut | yakni sama-sama
Mahkamah adalah yuridis menerapkan metode
Agung Dalam normatif mengkaji | yuridis normatif
Upaya Hukum pokok dengan pendekatan
Peninjauan permasalahan yang | perundang-
Kembali ada pada pustaka undangan,
Sengketa Tata atau data sekunder | konseptual dan kasus
Usaha Negara dengan pendekatan | untuk menemukan
Pada Pemilihan perundang- hasil dalam upaya
Bupati dan Wakil | undangan, peninjauan kembali
konseptual, dan dalam sengketa tata
kasus. usaha negara.
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Bupati
Boalemo.”?

Penelitian ini
mengungkapkan
hasil bahwa
tindakan
Mahkamah Agung
dalam sengketa
pemilihan bersifat
final dan mengikat,
sehingga tidak
terbuka ruang
untuk mencapai
upaya hukum luar
biasa. Tindakan
Mahkamah Agung
melampaui batas
kewenangan yang
ditetapkan secara
normatif sehingga
menciptakan
ketidakpastian
hukum dan
membuka ruang
yang dapat
mereduksi asas
legalitas dan
keadilan dalam
proses demokrasi.

Perbedaannya
penelitian terdahulu
lebih kepada
Tindakan Mahkamah
Agung dalam
menerima upaya
peninjauan kembali
perkara pilkada yang
telah diputus secara
kasasi. Sedangkan
penelitian ini
mengarah kepada
putusan Mahkamah
Konstitusi yang
justru membatasi
hak Badan/Pejabat
TUN untuk
mengajukan PK.

M. Puji Stiawan
(2017) “Putusan

Penelitian ini
menggunakan cara

Persamaan penelitian
terdahulu yakni

22 Fathillah Fasya Nisrina, “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam
Upaya Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo,” (Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
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Mahkamah
Konstitusi (MK)
No. 34/PUU-
X1/2013 Tentang
Kebolehan
Peninjauan
Kembali (PK)
Perspektif
Siyasah
Dusturiyah.”?

melalui penelitian
pustaka (library
Research) dan
penganalisisan
data deskriptif
berupa pendekatan
deduktif dan
induktif.

Penelitian ini
mengungkapkan
hasil bahwa
Mahkamah
Konstitusi
melakukan
basatasan hukum
yang diatur dalam
Pasal 268 ayat (3)
KUHAP
menyatakan bahwa
upaya PK tidak
dapat dilakukan
lebih dari satu kali.
Namun, peneliti
dengan
mengaitkan
siyasah dusturiyah
menyatakan bahwa
pembatasan
tersebut

sama-sama
melakukan
penelitian putusan
Mahkamah
Konstitusi terkait
peninjauan kembali.
Perbedaannya
terletak pada
penelitian terdahulu
lebih mengarah
kepada peninjauan
kembali dalam
pidana dan
menggunakan
perspektif Siyasah
Dusturiyah.
Sedangkan pada
penelitian yang
dilakukan oleh
peneliti mengarah
peninjauan kembali
pada sengketa tata
usaha negara.

23 Muhammad Puji Stiawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO,
34/P7UU-XI1/2013 Tentang Kebolehan Peninjauan Kembali (PK)
Perspektif Sivasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2017).
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bertentangan

dengan prinsip

hukum islam.
Muh. Aunur Metode yang Persamaan penelitian
Rafig Mukhlis digunakan yakni sebelumnya terletak
(2021) “Tinjauan | Yuridis-Normatif. | pada upaya
Yuridis Hasil dari peninjauan kembali
Peninjauan penelitian yang diatur Pasal
Kembali Lebih menunjukan 132 Undang-undang
Dari Satu Kali bahwa meskipun Nomor 5 Tahun
Perkara Tata hukum acara 1986 Tentang
Usaha Negara PTUN hanya PERATUN.
(Putusan memperbolehkan | Perbedaannya bahwa
Mahkamah upaya peninjauan | penelitian
Agung Nomor 91 | kembali dilakukan | sebelumnya
PK/TUN/2017 satu kali, terfokuskan pada
Antara Pt. Semen | Mahkamah Agung | pertimbangan hakim
Indonesia melalui SEMA No. | Mahkamah Agung
(Persero) TBK 10 Tahun 2009 dalam konteks
Melawan memperbolehkan | kebolehan upaya PK
Yayasan Wahana | upaya peninjauan | kedua kalinya.
Lingkungan kembali lebih dari | Sedangkan, fokus
Hidup satu kali dengan penelitian yang
Indonesia).”* beberapa alasan. dilakukan oleh

Akan tetapi dalam | peneliti yakni pada

penerapan perkara | pertimbangan Hakim

91 PK/TUN/2017 | Mahkamah

24 Muhammad Aunur Rafiq Mukhlis, “Tinjauan Yuridis Peninjauan
Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara PT. Semen Indonesia
(PERSERO) TBK Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia),” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2021).
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Majelis hakim Konstitusi dalam
tetap menolak PK | pembatasan upaya
kedua walaupun PK.

sudah memenubhi
alasan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini memakai jenis metode yuridis
normatif menganalisis asas dan aturan hukum yang
ada pada ketentuan perundang-undangan serta
sumber pustaka lainnya, terhadap sistematika hukum
dan singkronisasi hukum.?® Jenis penelitian ini dapat
membantu peneliti untuk menjawab kesimpulan
penelitian berdasarkan cara yang dipakai berupa
library research (kajian Pustaka).
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan  Perundang-undangan  (statute
approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan
mengkaji segala peraturan yang memiliki
keterkaitan dengan isu hukum yang relevan atau
sedang diteliti.?® Sehingga, pendekatan tersebut
digunakan oleh peneliti dalam menguraikan
berbagai ketentuan perundang-undangan terkait
kewenangan pengajuan peninjauan kembali,
ketentuan tersebut guna mencapai nilai kepastian
dan keadilan dalam menelaah penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

%5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ""Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat)," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him
14.

26 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University
Press, 2020), him 56.
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Pendekatan yang metodenya melibatkan
penelitian terhadap teori dan opini yang muncul
dalam bidang ilmu hukum, metode ini juga
berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun
opini hukum dalam membahas topik yang
diteliti.?’

Peneliti  menelusuri informasi pada
beberapa sumber seperti artikel, buku, dan
ensiklopedia hukum mengenai “kewenagan
pengajuan peninjauan kembali dalam sengketa
TUN.” dari penelitian tersebut, peneliti
membentuk pendapatnya dengan
mempertimbangkan kekuatan, kelemahan serta
penerapan baik positif maupun negatif temuan
dari argumen.

c. Pendekatan Kasus (case approach)

Metode ini diterapkan dalam menghadapi
suatu peristiwa atau kasus dengan melalui cara
pengkajian mengenai putusan pengadilan yang
telah bersifat final dan mengikat secara hukum.?
Peneliti mengkaji bagaimana norma itu
diterapkan oleh hakim terhadap Putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor  24/PUU-
XX11/2024.

3. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merujuk pada

sumber hukum yang memiliki kekuatan

2 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University
Press, 2020), him 57
28 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University
Press,2020), him 57
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mengikat.® Bahan hukum primer yang

digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun
2004 jo. Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XXI1/2024

Bahan Hukum Sekunder:

Bahan yang didapatkan melalui
tinjauan dari literatur hukum berasal pada
sumber  yang  dipublikasikan  secara
menyeluruh dan diperlukan dalam kajian
hukum yang bersifat normatif.*® Penelitian
dilakukan dengan melibatkan serangkaian
aktivitas ilmiah, dengan menelaah dan
mengacu pada berbagai literatur yang
memiliki keterkaitan dengan tema skripsi.
Referensi yang digunakan mencakup berbagai
sumber, seperti buku, makalah, artikel jurnal,
tulisan media massa, dan berbagai referensi

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat)," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him

13.

30 Amiruddin & Zaenal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum,”
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), him 32.
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lainnya yang dapat memperkuat pembahasan
terkait pokok masalah yang dibahas.**
c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang merujuk pada sumber yang
bisa dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum
sekunder maupun primer seperti, ensiklopedi
sumber yang akan diambil dari internet serta
KBBI.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian  ini menerapkan  mekanisme
inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum,
kemudian dilakukan pencarian dalam menelusuri
bahan hukum yang berkaitan pada isu hukum, hal ini
sejalan dengan jenis pendekatan berdasarkan
pengumpulan temuan oleh peneliti.®* Inventarisasi
mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang
relevan dibutuhkan peneliti untuk menganalisis
norma dengan mengumpulkan pustaka-pustaka, toko
buku, maupun browsing di internet setelahnya hasil
tersebut dipilah dan dijadikan bahan hukum
penelitian. Sedangkan sistematisasi bahan hukum
didapatkan melalui pengumpulan bahan hukum
primer dari dokumentasi dan informasi hukum yang
relevan dapat berupa catatan atau tulisan yang
berbentuk fisik dan non fisik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat)," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him

24,

32 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," (NTB: Mataram University
Press, 2020), him 64.

33 Rusdin Tahir, I. G. Pantja Astawa, DKk, "Metodologi Penelitian Bidang
Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)," (Jambi: Sonpedia
Publishing Indonesia, 2023), him 105.
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Penelitian ini menggunakan teknik preskriptif,
sebagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan
solusi atau saran terhadap permasalahan hukum yang
diteliti, sekaligus menyampaikan penjelasan atau
menetapkan permasalahan yang sejalan dengan
kenyataan.3

H. Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  mempermudahkan
pembahasan dan pemahaman peneliti hasil penelitian
yang terstruktur dengan baik dalam pokok-pokok
permasalahan yang akan dibahas, maka sistematika
pada penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang
relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori menjelaskan
kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini
yaitu teori penafsiran hukum.

Bab Ketiga, berisi penafsiran hukum putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXI11/2024
tentang pihak yang dapat mengajukan peninjauan
kembali dalam sengketa tata usaha negara.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi
akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 24/PUU-XXI1/2024 tentang pihak yang dapat
mengajukan peninjauan kembali dalam sengketa tata
usaha negara.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan
dan saran dari hasil penelitian.

3 Kriswanto, "Memahami Penelitian Hukum Normatif," (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2022), him 9.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah
dilakukan, terdapat kesimpulan dan saran yang
diharapkan mampu memberikan jawaban ringkas
terhadap permasalahan yang dibahas, ada dua poin
utama yang dapat disimpulkan. Pertama, adanya
pembatasan norma pada Putusan Nomor 24/PUU-
XXI11/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi
menjadi “Terhadap putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.” Sehingga
mengakibatkan hilangnya hak Badan/Pejabat TUN
dalam mengajukan upaya peninjauan kembali.
Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 24/PUU-
XXI1/2024 dengan amar putusan mengabulkan
sebagian  permohonan  pemohon  menggunakan
penafsiran sistematis dikarenakan adanya keterkaitan
antara Pasal 77 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985, serta menggunakan
berbagai alat bantu. Namun seyogyanya Mahkamah
Konstitusi menggunakan penafsiran futuris, melalui
penafsiran ini dimaksudkan agar hakim turut
mempertimbangkan hak Badan/Pejabat TUN sebagai
subjek yang mewakili pemerintah pada masa
mendatang dan tercapainya nilai-nilai keadilan agar
tidak menimbulkan diskriminasi dalam upaya
peninjauan kembali terhadap kedua pihak yang
bersengketa.

98



Kedua, akibat hukum dari Putusan Mahkamah
Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis
terlihat pada pembatasan norma terhadap pasal yang di
uji kemudian menghapus hak sekaligus menimbulkan
kewajiban bagi Badan/Pejabat TUN. Hal ini juga
berdampak pada penerapan hukum yang sebelumnya
berlaku. Disisi lain apabila Mahkamah Konstitusi
menggunakan penafsiran futuris maka dampaknya
lebih mengarah pada terciptanya kepastian hukum
dalam jangka panjang atau melihat dimasa mendatang
dengan didasarkan pada alasan kuat dalam pengajuan
upaya peninjauan kembali. Penafsiran ini memberikan
dampak kesetaraan hak antara pihak Penggugat
maupun Tergugat dalam mengajukan upaya
peninjauan kembali. Serta mendorong Mahkamah
untuk tetap mempertahankan praktik atau prosedur
yang sebelumnya ada.

B. Saran
1. Mahkamah konstitusi disarankan tidak langsung
melakukan pembatasan hak kepada Badan/Pejabat
TUN dalam mengajukan upaya peninjauan
kembali. Pembatasan tersebut bisa menimbulkan
ketidakadilan baru di masa mendatang karena
keduanya baik Seseorang/Badan hukum Perdata
maupun Badan/Pejabat TUN sama-sama subjek
hukum. Mahkamah tidak hanya menggunakan
penafsiran sistematis akan tetapi disarankan lebih
mempertimbangkan dengan menggunakan
penafsiran futuris, agar tetap terjamin kesetaraan
perlakuan hukum. Oleh karena itu keadilan dan
kepastian hukum tetap terjaga untuk semua pihak.
2. Mahkamah Agung perlu memperbaiki kualitas
dalam proses upaya peninjauan kembali dengan



lebih meningkatkan efektivitas alasan pengajuan
peninjauan kembali dengan tetap
mempertimbangkan perlindungan hak-hak
masyarakat dan Badan/Pejabat TUN.

Pemerintah, khususnya pembuat undang-undang
seperti DPR dan Presiden sebaiknya segera
meninjau ulang dan memperjelas aturan menenai
syarat, subjek yang dapat mengajukan upaya
peninjauan kembali dalam perkara Tata Usaha
Negara. pengaturan tersebut penting untuk
menjaga keseimbangan hak antara
Seseorang/Badan  hukum  perdata  dengan
Badan/Pejabat TUN. Sehingga perlindungan
hukum tetap berjalan tanpa menimbulkan
ketimpangan baru dalam proses peradilan.

. Penelitian ini terbatas yakni pada aspek penafsiran
hukum yang diterapkan olenh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan No. 24/PUU-XXI1/2024. Untuk
memperluas dan menyempurnakan kajian ini,
disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat
melakukan perbandingan dengan putusan-putusan
lain yang berkaitan, khususnya mencakup hak
subjek hukum Badan/Pejabat dalam perkata tata
usaha negara. langkah ini bertujuan untuk menilai
sejauh mana Mahkamah menerapkan konsistensi
dan pola penggunaan metode penafsirannya.
Disamping itu, peneliti selanjutnya juga dapat
fokus pada evaluasi implementasi Putusan tersebut
di lapangan atau menggunakan jenis penelitian
berupa empiris terhadap dampak daripada proses
penyelesaian perkara di PTUN dan MA.
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